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H)N?'IIANAK, SR - Pem—

prov Kalbar untuk kelnﬁa,
kalinya berhasil memper--
tahankan opini WajanTanpa ;

Pengecuahaa (WTP) atas
Laporan Keuangan Pemer-

.intah Daerah (LKPD) Tahun

Anggaran 2024 dari Baéan

Pemeriksa Keuangan (BPK)

Republxk Indonesia,

‘ “Kaml menyampa:}mn ;
apresxasl dan  penghar- |
gaan setinggi-tingginya ke—*‘
‘pada Tim Pemeriksa BPK |
RI atas kerja keras selama |

proses pemerxksaan Se-

gala rekomendasi yang telah
akan kami ap-
likasikan dalam pengelolaan
keuangan daerah secara ter- -

dlsampalkm.

ttb taat peramran efisi

transparm dan ber-
tangufag jawab  dengan
memperhatikan asakjf
lan, kepatutan dan manfaat
bagi masyarakat kata Gu-

i

bernur Kalbar, Ria Norsan

DPRD Provmvaahinantan
Barat Bersamaan dengan
penyerahan Laporan  Ha-
sil Pemeriksaan (LHP) atas
LKPD TA 2024 dan Ikhtisar
Hasil Pemeriksaan Daerah
(THPD) Tahun 2024 di Pon-
tianak, Senin (2/6).

Ja menegaskan bahwa
' Pemprov Kalbar telah meny-
usun Rencana Aksi Keuan-
'gan Daerah sebagai tindak
lanjut temuan pemeriksaan,
Igan n berharap BPK RI dapat
te;trs memberikan bimb-
-ingan agar -pelaksanaannya
sesuai rekomendasi serta se-
lmu tepat waktu. -
v kepala daerah,
saya . terus memantau
dan mendgrmxg para kepa.la

!dalam Sidang Panguma

=S

‘setiap sumber daya yang
dikelola pemerintah benar-

baikan yang

benar dapat dipertanggung-
‘jawabkan,” tuturnya. )
~Norsan  juga  me-

nyatakan bahwa pihaknya

benkormmen menyempur-
 sistem - pengelolaan
"keuangan mulal dari tahap
 perencanaan hingga pena-
ta‘usahaan barang milik dae-
rah agar informasi keuangan
} ymgﬁasajlkan semakin ber-
' manfaat dalam pengambilan
' ' kebijakan dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan yang
sama, Kepala BPK Per-
wakilan Kalbar Sri Haryati
turut hadir menyaksikan pe-
nyerahan laporan tersebut.

mpula sejum-
lah pejabat BPK Kalbar di
| antaranya Kepala Bidang
Pemeriksaan Kalbar I John
| Ferdinand Rotinsulu, Kepala
| Bidang Pemeriksaan Kal-
bar II Saepuloh, serta tim
pemeriksa LKPD Provinsi
| Kalbar.

' Di tempat yang sama,
[Kepala Badan Diklat Pemer-
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- W}IAN LAPORAN - Gubernur Kalbar Ria Norsan menerima hasil pemeriksaan BPK

dalamn Sidang Partpurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat bersamaan dengan

Hasil Pemeriksaan Daerah (HPD) Tahun 2024, di Pontianak, Senin G78).

iksaan Keuangan Negara
BPK Raden Yudi Ramdan

dasarkan hasil pemerik-
saan, LKPD Provinsi Kalbar
telah sesuai dengan Standar
Akuntansi - Pemerintahan
(SAP), diungkapkan secara

dapat ketidakpatuhan yang

Budiman menjelaskan, ber-

memadai, serta tidak ter-

material.

“Namun kami. masih
menemukan beberapa per-
masalahan terkait pengen-
dalian intern dan kepatuhan
terhadap peraturan perun-
dang-undangan, antara lain

kekurangan volume dan

selisih harga satuan timpang
atas paket pekerjaan kon-

struksi di empat SKPD, pen-
gelolaan kas di bendahara
penerimaan Bapenda yang
tidak memadai, serta pena-
tausahaan dan pengamanan
aset tetap yang belum opti-
mal,” jelasnya.

Ia  menekankan ~ agar
rekomendasi BPK dapat
ditindaklanjuti paling lam-

bat 60 hari setelah laporan
diterima, sesuai amanat
Pasal 20 Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2004.
Sementara itu,  Ketua
DPRD  Kalbar. Aloysius
memberikan. apresiasi atas
keberhasilan Pemprov Kal-
bar mempertahankan opini
WTP. Ia menyatakan komit-

men lembaganya untuk
terus mendukung upaya
perbaikan dan pembangu-
nan di Kalbar.

“Kami siap berkolab-
orasi secara intensif guna
memaksimalkan  pemban-
gunan dan pelayanan publik
bagi masyarakat Kalimantan
Barat,” kata Aloysius. (ant)

Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan TU Kepala Perwakilan
BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat




